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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan aset tetap

yang tidak dipergunakan dalam operasional pemerintahan pada Received: October 10, 2024
Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi. Fokus penelitian Revised: October 27,2024
meliputi faktor penyebab, tindak lanjut yang dilakukan, serta ?ﬁ;elitﬁgdl\ggfeﬁizé% 220022%1
kesesuaian tindak lanjut dengan peraturan yang berlaku. ’
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik

pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan _ )
dokumentasi. Narasumber penelitian meliputi pejabat terkait dan EI;I;XSS; liltltcr igifiigizeﬁi?tﬁ
staf yang bertanggung jawab dalam pengelolaan Barang Milik [nternational License.
Negara (BMN). Hasil penelitian menunjukkan bahwa aset tetap

yang tidak digunakan disebabkan oleh keterbatasan anggaran,

perencanaan pengadaan yang kurang efektif, kurangnya

kompetensi pengelola aset, ketidaksesuaian regulasi, perubahan

kebutuhan operasional, serta minimnya pengawasan dan

pelatihan. Tindak lanjut terhadap aset tetap meliputi perubahan

kondisi barang, pemberhentian operasional, usulan penghapusan,

hingga pelelangan melalui KPKNL. Perbandingan pelaksanaan

antara tahun 2019 dan 2021 menunjukkan adanya peningkatan

efisiensi setelah pendelegasian kewenangan ke Kantor Wilayah.

Secara keseluruhan, pengelolaan aset tetap telah sesuai dengan

peraturan, seperti PMK Nomor 181 Tahun 2016 dan KMA Nomor

607 Tahun 2020. Penelitian ini memberikan kontribusi bagi

perbaikan pengelolaan aset di instansi pemerintah serta

mendukung tata kelola keuangan negara yang lebih efektif dan

transparan.
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1. PENDAHULUAN

Pengelolaan aset tetap yang efisien dan sesuai aturan merupakan salah satu aspek
penting dalam tata kelola keuangan negara yang baik. Barang Milik Negara (BMN) adalah
semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (APBN) atau berasal dari perolehan lain yang sah dan tercatat sebagai aset
pemerintah. BMN termasuk dalam kategori aset negara yang harus dikelola dengan baik
dan sesuai dengan peraturan yang berlaku, karena memiliki nilai ekonomi dan fungsi
strategis dalam mendukung pelayanan publik serta operasional pemerintahan.

Kegiatan yang berkaitan dengan BMN, khususnya terkait dengan fungsinya dalam
operasional, wajib dilakukan melalui proses pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan.
Pembukuan merupakan proses pencatatan secara sistematis dan rinci terkait dengan
perolehan, penggunaan, pemeliharaan, dan penghapusan BMN. Setiap transaksi atau
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aktivitas yang berkaitan dengan BMN harus dicatat agar ada dokumen yang valid yang bisa
dipertanggungjawabkan. Proses ini sangat penting untuk memastikan bahwa BMN terdata
dengan benar, baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya. Beberapa hal yang termasuk
dalam pembukuan BMN meliputi: (1) Pencatatan perolehan BMN (baik melalui pembelian,
hibah, atau perolehan lainnya); (2) Pencatatan pemeliharaan dan biaya terkait dengan BMN;
(3) Pencatatan penggunaan atau pemanfaatan BMN dalam operasional; dan (4) Pencatatan
penghapusan atau pemindahtanganan BMN. Pembukuan ini harus dilakukan dengan
prinsip akuntansi yang baik sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181 Tahun
2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara, sehingga setiap BMN dapat diaudit dan
diperiksa secara berkala.

Pelaporan adalah penyampaian informasi mengenai kondisi dan status BMN kepada
pihak berwenang, baik secara internal dalam instansi maupun kepada otoritas yang lebih
tinggi, seperti Kementerian Keuangan. Pelaporan BMN meliputi: (1) Laporan tahunan
tentang jumlah, jenis, nilai, dan kondisi BMN; (2) Laporan mengenai pemanfaatan BMN,
seperti penggunaan, sewa, atau pemindahtanganan; dan (3) Laporan terkait pemeliharaan,
penghapusan, atau pengalihan BMN. Pelaporan yang transparan dan akuntabel
memastikan bahwa pengelolaan BMN dapat dipantau dan diaudit, baik oleh internal
pemerintah maupun oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 165 Tahun 2021 mengatur tata cara pelaporan terkait pemindahtanganan BMN.

Berdasarkan uraian diatas dapat diilustrasikan pengelolaan aset BMN yaitu sebagai
berikut:

» Pencatatan perolehan BMN (baik melahd
pembelian hibah atau perolehan laimnya):

Pembukuan » Pencatatan pemeliharaan dan biaya terkait
(Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181 dengan BMN:
Tahun 2016 tentang Penatausahaan * Pencatatan penggunaan atau pemanfaatan
Barang Milik Negara) BMN dalam operasional;

» Pencatatan penghapusan atau
pemindahtanganan BMN.

Inventarisasi - 3'13“3.1.33‘:1{&.3;} B)i_\' yang rusak, hilang,
(Peraturan Pemerintah Nomor 2§ Tahun 31U tidak ‘agt digmatan; )
2020 yang merupakan persturan yang *Mgnedslan s veng stk
mengatur tentang Perubahan Atas faat th: : oh
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun p]?'?n];p B LA

2014 tentang Pengelolaan Barang Milik . yfemastlan pemanfaatan BMN dilakukan
Negara/Daerah ) secara efisien.

Pelaporan
(Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165
Tahun 2021 tentang Perubahan atas

. ]&aptl}‘randﬁa@gl\ann\_tmtang jumlah jemis nilai
an kondisi BMN:
Peraturan Menteri Keuangan Nomor ~ * Lgﬁfﬁ%giiﬁan&@?ﬁﬁ;z@
111/PMK 06/2016 tentang Tata Cara Eapim o pﬁehh;:m’mpmh;pusai
Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang  tay pengalihan BMN. =
Milik Negara) -

Gambar 1.1 Ilustrasi Kegiatan Operasional BMN

Organisasi publik pemerintah yang memiliki aset tetap yang dipergunakan dalam
operasional sehari-hari dalam menunjang pelayanan publik, seperti: gedung, tanah,
kendaraan, peralatan dan aset lainnya. Aset-aset ini dirancang untuk mendukung berbagai
kegiatan jangka panjang dan memastikan bahwa organisasi dapat menjalankan tugas dan
fungsinya. Akan tetapi, dalam kondisi tertentu aset ini memiliki pengurangan fungsi dan
tidak dapat digunakan. Aset yang tidak lagi relevan atau tidak dapat digunakan dalam
operasional membutuhkan pengelolaan lebih lanjut (Barguna et al., 2023; Hidayat et al.,
2021).

Pengelolaan aset tetap dalam lingkup pemerintahan memiliki peran sangat penting
dalam memastikan efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya publik. Aset tetap
yang tidak digunakan dapat berasal dari berbagai sumber, seperti hasil pengadaan yang
tidak lagi relevan dengan kebutuhan organisasi, aset yang rusak atau tidak layak pakai,
hingga aset yang telah digantikan oleh teknologi atau fasilitas baru. Aset-aset ini tidak lagi
berperan dalam mendukung fungsi utama organisasi, aset-aset tetap memerlukan
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pemeliharaan, pelaporan, dan pengelolaan. Jika tidak dikelola dengan baik, aset yang tidak
digunakan ini dapat menimbulkan berbagai masalah, seperti penurunan nilai aset,
pemborosan anggaran pemeliharaan, dan potensi terjadinya penyimpangan dalam
pelaporan keuangan (Daulay et al., 2024; Prasyoho et al., 2017; Rosdiana & Viska Anggraita,
2024).

Berdasarkan data kualitatif saat dilakukan wawancara dan observasi awal pada
tanggal 12 September 2024 ditemui bahwa Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi
dalam kurun waktu 10 tahun mulai dari tahun 2014 sampai dengan 2024 telah melakukan
pemindahtanganan BMN sebanyak 17 kali. Pemindahtanganan tersebut terdiri dari 10
(Sepuluh) kali penjualan, 2 (dua) kali Alih Status Penggunaan, 2 (Dua) Hibah dan 2 (Dua)
kali Pemusnahan. Pemindahtanganan yang dilaksanakan di Kementerian Agama
Kabupaten Banyuwangi lebih banyak dibandingkan dengan Kementerian Agama
Kabupaten Jember sebanyak 3 (Tiga) kali dan Kementerian Agama Kabupaten Situbondo
sebanyak 2 (Dua) kali.

Interpretasi dari paragraf tersebut menunjukkan bahwa Kementerian Agama
Kabupaten Banyuwangi memiliki intensitas yang lebih tinggi dalam melakukan
pemindahtanganan BMN dibandingkan dengan kantor Kementerian Agama di Kabupaten
Jember dan Situbondo. Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi lebih aktif dalam
mengelola dan menyesuaikan aset-aset yang dimilikinya, baik melalui penjualan, alih status,
hibah, maupun pemusnahan aset yang sudah tidak digunakan atau tidak memiliki nilai
ekonomi bagi operasionalnya.

Aktivitas pemindahtanganan ini bisa diindikasikan sebagai bentuk pengelolaan BMN
yang lebih dinamis dan mungkin menunjukkan upaya untuk mengoptimalkan aset agar
sesuai dengan kebutuhan dan efisiensi instansi.

Tingginya frekuensi pemindahtanganan juga memerlukan transparansi dan
akuntabilitas yang baik untuk memastikan bahwa setiap pemindahtanganan tersebut
dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku, sehingga tidak menimbulkan potensi

PMK Nomor 225 Tahun 2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat
menyelaraskan kebijakan akuntansi di tingkat pemerintah pusat dengan standar
internasional dan akuntansi berbasis akrual, mencakup aset tetap dan pengelolaannya. Aset
tetap yang tidak lagi digunakan atau dilepaskan harus dihapuskan dari neraca sesuai
dengan nilai tercatat dan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan, konsisten
dengan PSAP 07.

Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset tetap
permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomi masa yang akan
datang. Aset tetap yang secara permanan dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari
neraca dan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Aset tetap yang dihentikan
dari penggunaan aktif pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus
dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

2. METODE

Pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif
deskriptif. Pendekatan kualitatif deskriptif digunakan untuk memahami dan
mendeskripsikan lebih dalam tentang penatausahaan aset tetap yang tidak dipergunakan
dalam kegiatan pemerintahan pada Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi. Teknik
pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling.
Sugiyono (2019) menjelaskan teknik ini dipakai karena peneliti merasa sampel yang diambil
paling mengetahui tentang masalah yang akan diteliti oleh peneliti dengan kriteria tertentu.

Dalam penelitian, teknik pengumpulan data adalah langkah yang sangat penting
karena tujuan utama penelitian adalah memperoleh data yang relevan dan berkualitas.
Tanpa pemahaman yang jelas tentang teknik pengumpulan data, peneliti mungkin tidak
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dapat mengumpulkan data yang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Dalam
penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa metode untuk mengumpulkan data, yaitu
observasi, wawancara, studi pustaka, dan dokumentasi.

Teknik analisis data merupakan langkah sistematis dalam mengumpulkan dan
mengolah data untuk memudahkan peneliti dalam menyimpulkan hasil penelitian.
Sugiyono (2019) menyatakan bahwa analisis data melibatkan proses pencarian dan
penyusunan data secara sistematis dari berbagai sumber seperti wawancara, catatan
lapangan, dan bahan lainnya, sehingga data tersebut dapat dipahami dan temuan dapat
dikomunikasikan kepada orang lain.

Penelitian ini menggunakan pendekatan Miles dan Huberman dalam menyebutkan
bahwa analisis data melibatkan tiga tahapan utama yang berlangsung yaitu reduksi data,
penyajian data, serta penarikan kesimpulan atau verifikasi.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil Penelitian

Kementerian agama Kabupaten Banyuwangi berada di Jalan Adi Sucipto Nomor 112
Kelurahan Sobo Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi. Didalamnya terdapat 8
Satuan Kerja (satker) yang melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Agama. Satker
tersebut diantaranya adalah Sekretariat Jenderal (025.0500.01.297172.000KD), Direktorat
Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam (025.0500.03.299057.000.KD), Direktorat Jenderal
Pendidikan Islam (025.0500.04.299058.000.KD), Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat
Kristen (025.0500.05.299059.000.KD), Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik
(025.0500.06.299060.000.KD),  Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu
(025.0500.07.299061.000.KD),  Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha
(025.0500.08.299062.000.KD)  dan  Ditjen = Penyelenggaraan Haji dan  Umrah
(025.0500.09.299063.000.KD).

Satuan Kerja yang memiliki Barang Milik Negara berjumlah besar diantaranya adalah
Sekretariat Jenderal, Ditjen Bimbingan Masyarakat Islam dan Ditjen Pendidikan Islam.
Barang Milik Negara yang berada di satker Sekretariat Jenderal per bulan November tahun
2024 berjumlah 749 (tujuh ratus empat puluh sembilan) buah dengan nilai buku Rp.
26.281.598.465. Barang Milik Negara di satker tersebut terdiri dari tanah sejumlah 2 (dua)
bidang dengan nilai buku Rp. 20.984.378.000, bangunan dan gedung sejumlah 11 (sebelas)
buah dengan nilai buku Rp. 5.039.967.790, alat angkutan sejumlah 3 (tiga) buah dengan nilai
buku Rp. 0, peralatan dan mesin TIK sejumlah 57 (lima puluh tujuh) buah dengan nilai buku
Rp. 44.942.331, peralatan dan mesin Non TIK sejumlah 677 (enam ratus tujuh puluh tujuh)
buah dengan nilai buku Rp. 211.060.342, aset tetap lainnya sejumlah 2 (dua) buah dengan
nilai buku Rp. 1.250.000.

Satker Ditjen Bimbingan masyarakat Islam memiliki Barang Milik Negara berjumlah
701 (tujuh ratus satu) dengan nilai buku Rp. 27.139.373.790. Barang Milik Negara di satker
ini terdiri dari tanah sejumlah 10 (sepuluh) bidang dengan nilai buku Rp 17.064.217.000,
bangunan dan gedung sejumlah 29 (dua puluh Sembilan) buah dengan nilai buku Rp
9.509.425.888, alat angkutan sejumlah 5 (lima) buah dengan nilai buku Rp. 0, peralatan dan
mesin TIK sejumlah 169 (seratus enam puluh sembilan) buah dengan nilai buku Rp.
155.789.594, peralatan dan mesin Non TIK sejumlah 488 (empat ratus delapan puluh
delapan) buah dengan nilai buku Rp. 409.941.308, aset tetap lainnya sejumlah 0 (Nol) buah
dengan nilai buku Rp. 0.

Satker Ditjen Pendidikan Islam memiliki Barang Milik Negara berjumlah 8688
(delapan ribu enam ratus delapan puluh delapan) dengan nilai buku Rp. 15.694.479.522.
Barang Milik Negara di satker ini terdiri dari tanah sejumlah 1 (satu) bidang dengan nilai
buku Rp. 6.442.754.000, bangunan dan gedung sejumlah 22 (dua puluh dua) buah dengan
nilai buku Rp. 7.880.272.585, alat angkutan sejumlah 6 (enam) buah dengan nilai buku Rp. 0,
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peralatan dan mesin TIK sejumlah 203 (dua ratus tiga) buah dengan nilai buku Rp.
238.482.770, peralatan dan mesin Non TIK sejumlah 1917 (seribu sembilan ratus tujuh belas)
buah dengan nilai buku Rp. 807.708.578, aset tetap lainnya sejumlah 6539 (enam ribu lima
ratus tiga puluh sembilan) buah dengan nilai buku Rp. 325.261.589.

Penelitian dilaksanakan mulai bulan September 2024 hingga akhir bulan November
2024. Informan dalam penelitian terdiri dari pemakai Barang Milik Negara sejumlah 3 (tiga)
orang, operator Barang Milik Negara sejumlah 1 (satu) orang, Kuasa Pengguna Barang
sejumlah 1 (satu) orang, perwakilan dari Pengelola Barang sejumlah 1 (satu) orang.
Wawancara dilakukan secara tertulis dan langsung.

Dokumen yang disajikan dalam penelitian ini adalah dokumen yang berkaitan dengan
penatausahaan aset tetap yang dihentikan penggunaannya dalam kegiatan pemerintahan di
Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi. Dokumen pendukung untuk prosedur
pemindahtanganan Barang Milik Negara yang dilakukan pada tahun 2019 dan 2021

Pembahasan
Pengaruh Secara Parsial Budaya Kerja Religius Terhadap Kinerja Pegawai Kementerian
Agama Kabupaten Banyuwangi

Kepatuhan terhadap prinsip religius menunjukkan bahwa pegawai menjadikan nilai-
nilai agama sebagai pedoman moral dan etika dalam bekerja. Hal ini menciptakan integritas
tinggi di antara pegawai, yang mendukung pengambilan keputusan yang adil dan
transparan. Begitu juga, dilihat dari tingginya persetujuan pada indikator ini mencerminkan
pengaruh internalisasi nilai agama dalam kehidupan kerja pegawai, yang juga sejalan
dengan prinsip good governance. Prinsip religius yang dipatuhi berfungsi sebagai sistem
kontrol intrinsik, sehingga pegawai lebih cenderung bekerja dengan jujur dan bertanggung
jawab. Hal ini berkontribusi pada efisiensi dan produktivitas kerja.

Keterlibatan aktif pegawai dalam aktivitas religius di tempat kerja menciptakan
atmosfer kerja yang lebih harmonis dan menguatkan hubungan emosional di antara
pegawai. Hal ini berperan penting dalam meningkatkan solidaritas dan motivasi kerja.
Aktivitas seperti doa bersama atau kajian keagamaan juga memberikan ruang bagi pegawai
untuk merefleksikan nilai-nilai moral yang dapat diterapkan dalam tugas sehari-hari.
Partisipasi dalam aktivitas religius dapat meningkatkan keseimbangan emosional dan
spiritual pegawai, yang berkontribusi pada kinerja kerja yang lebih konsisten.

Pelatihan Dberbasis religius memberikan peluang kepada pegawai untuk
mengembangkan kompetensi kerja sekaligus memperkuat aspek spiritual mereka. Program
ini menunjukkan komitmen organisasi dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
Pengembangan karir berbasis religius memberi nilai tambah bagi pegawai untuk menjadi
lebih inovatif dan adaptif. Pelatihan ini dapat mendorong pegawai untuk mengembangkan
keterampilan teknis dan kepemimpinan berbasis etika.

Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi melakukan pemindahtanganan Barang
Milik Negara yang yang diantaranya terdapat aset tetap yang dihentikan penggunaannya
dalam kegiatan operasional pemerintah pada tahun 2019 dan 2021. Barang Milik Negara
yang dipindahtangankan dalam penelitian ini adalah peralatan dan mesin dan aset tetap
lainnya.

Proses pemindahtanganan Barang Milik Negara (BMN) di Kementerian Agama
Kabupaten Banyuwangi dilakukan dengan mengacu pada peraturan yang berlaku.
Pemindahtanganan ini dilakukan melalui mekanisme penjualan yang bertujuan untuk
mengoptimalkan nilai ekonomi dari BMN yang sudah tidak digunakan dalam kegiatan
operasional pemerintahan. Pada tahun 2019 dan 2021, pemindahtanganan BMN meliputi
aset berupa peralatan dan mesin, serta aset tetap lainnya. Proses ini didukung oleh
dokumen administrasi yang sesuai dengan prosedur, mulai dari pengajuan surat
permohonan hingga laporan tindak lanjut setelah pelaksanaan lelang.
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Satker Sekretariat Jenderal Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi pada tahun
2019 mengajukan permohonan persetujuan penjualan aset selain tanah bangunan dan
kendaraan kepada Sekretariat Jenderal Kementerian Agama RI Cq Biro Keuangan dan
BMN. Setelah persetujuan diterbitkan, maka Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi
mengajukan permohonan pelaksanaan lelang kepada KPKNL Jember. Lelang
diselenggarakan secara online melalui lelang.go.id dan dinyatakan berhasil. Pemenang
lelang membayar harga lelang ke kas Negara dan mengambil barang tersebut di
Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi. Pengajuan penerbitan SK Penghapusan
kepada Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Jawa Timur yang disetujui dengan
terbitnya SK Penghapusan. SK Penghapusan tersebut akan menjadi dasar entry
penghapusan BMN di aplikasi SIMAK BMN.

Satker Pendidikan Islam mengajukan permohonan penghapusan BMN selain tanah
bangunan dan kendaraan pada tahun 2021 dimana KMA Nomor 607 tahun 2020 sudah
diberlakukan. Adanya KMA Nomor 607 Tahun 2020 ini merubah alur prosedur dari
sebelumnya. Permohonan penghapusan diajukan kepada Kantor Wilayah Kementerian
Agama Provinsi Jawa Timur. Setelah persetujuan diterbitkan, Kementerian Agama
Kabupaten Banyuwangi mengajukan permohonan Pelaksanaan lelang kepada KPKNL
Jember. Setelah lelang terlaksana dan pemenang lelang melunasi kewajibannya, makan SK
Penghapusan diterbitkan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi.
SK Penghapusan itulah yang menjadi dasar untuk entry data penghapusan di aplikasi
SIMAK BMN.

Pencatatan di aplikasi SAKTI dan SIMAN menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah
dimana suatu aset tetap yang dielimiasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara
permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomi di masa yang akan
datang. Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari
neraca dan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Aset tetap yang dihentikan
dari penggunaan aktif pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus
dipindahkan ke post aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya. Apabila suatu aset tetap
dilepaskan karena dipindahtangankan, maka aset tetap yang bersangkutan harus
dikeluarkan dari neraca.

Pada proses pemidahtanganan aset di satker Sekjen tahun 2019 terlihat perbedaan
neraca sebelum dan sesudah proses perubahan kondisi dan penghentian penggunaan.
Perubahan Kondisi Barang di-entry di aplikasi SIMAN BMN per tanggal 27 Februari 2019.

Pembahasan
Faktor-Faktor yang Menyebabkan Adanya Aset Tetap Yang Tidak Dipergunakan dalam
Pemerintahan di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi

Aset tetap merupakan aset berwujud yang memiliki masa manfaat lebih dari satu
tahun dan digunakan dalam kegiatan operasional sehari-hari untuk mencapai tujuan
organisasi. Menurut Karunia & Mabrur (2022) menjelaskan suatu barang dapat
dikategorikan sebagai aset tetap, barang tersebut harus memenuhi beberapa kriteria.
Pertama, aset harus berwujud, artinya dapat dilihat atau diraba secara fisik. Kedua, aset
tersebut harus memiliki masa manfaat lebih dari 12 bulan, yang menunjukkan bahwa aset
akan digunakan dalam jangka waktu yang panjang. Ketiga, biaya perolehan aset tetap harus
dapat diukur secara akurat dan handal, sehingga jelas nilai yang dikeluarkan untuk
memperoleh aset tersebut. Keempat, aset tetap tidak dimaksudkan untuk dijual, melainkan
untuk digunakan dalam operasional. Terakhir, aset tersebut diperoleh atau dibangun
dengan tujuan untuk digunakan dalam kegiatan organisasi atau pemerintahan.

Aset tetap yang diklasifikasikan sebagai barang yang tidak dipergunakan dalam
pemerintahan yaitu ditemukan bahwa peralatan dan mesin, serta aset tetap lainnya
terdapat inventarisasi mengalami pemindahan perubahan kondisi barang hingga
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penghentian aset dari penggunaan pada tahun 2018 dan 2019 di Kementerian Agama
Kabupaten Banyuwangi. Senada dengan dengan Sevtiandary et al. (2024), aset yang tidak
dapat dioperasionalkan dan atau tidak dapat berfungsi kembali atau rusak diperlukan
eksekusi penghapusan dalam daftar akutansi inventarisasi dengan melalui prosedur.

Hal ini juga ditegaskan kembali oleh Karunia & Mabrur (2022) yang mengatakan Aset
tetap memiliki beberapa kategori utama yang diatur berdasarkan karakteristik dan
penggunaannya. Peralatan dan mesin mencakup mesin, kendaraan bermotor, alat
elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang memiliki nilai signifikan sesuai
batas minimal kapitalisasi, dengan masa manfaat lebih dari 12 bulan serta dalam kondisi
siap pakai. Aset tetap lainnya meliputi koleksi perpustakaan seperti buku dan nonbuku,
barang yang memiliki nilai seni atau budaya, serta hewan, ikan, dan tanaman. Untuk
hewan, ikan, dan tanaman, sesuai kebijakan kapitalisasi, disajikan secara ekstrakomptabel
dan tidak dimasukkan dalam neraca. Selain itu, aset tetap yang bukan milik organisasi tetap
dapat diakui selama memenuhi kriteria kapitalisasi aset. Adapun aset tetap yang tidak
digunakan untuk keperluan operasional pemerintahan tidak memenuhi definisi aset tetap,
sehingga harus disajikan di pos aset lainnya berdasarkan nilai tercatatnya.

Pada prinsip akuntansi aset tetap dalam pemerintahan. Aset tetap adalah barang yang
dimiliki dan digunakan secara langsung untuk mendukung aktivitas operasional organisasi
atau pemerintahan dalam jangka waktu tertentu. Jika suatu aset tidak lagi digunakan untuk
mendukung operasional pemerintahan, maka aset tersebut tidak lagi memenuhi definisi
aset tetap karena fungsinya sebagai bagian dari operasional sudah tidak relevan (Herdiyana
& Rokhim, 2021; Karunia & Mabrur, 2022).

Dalam kasus ini, aset tersebut tidak dapat dilaporkan dalam kategori aset tetap di
laporan keuangan, melainkan harus dipindahkan ke pos aset lainnya. Penempatan di pos
aset lainnya dilakukan dengan mengacu pada nilai tercatat aset, yaitu nilai buku setelah
memperhitungkan akumulasi penyusutan dan potensi penurunan nilai. Pendekatan ini
bertujuan untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan aset, sekaligus
memastikan bahwa aset yang tidak aktif tercatat secara tepat sesuai kondisi dan
penggunaannya saat ini. Langkah ini juga mempermudah pengelolaan aset tersebut, yaitu
untuk keperluan pemindahtanganan, pelepasan, atau pemanfaatan lebih lanjut sesuai
dengan regulasi yang berlaku (Hukom et al., 2018).

Tindak Lanjut yang Dilakukan Terhadap Aset Tetap yang Tidak Dipergunakan dalam
Kegiatan Pemerintahan Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi

Kebutuhan BMN perlu dikoordinasikan sebagai langkah perencanaan penganggaran
pada masing-masing satuan kerja Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi. Berawal
dari identifikasi kuasa pengguna barang dengan kuasa pengguna anggaran, hingga tingkat
Kementerian/ lembaga. Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) tersebut
merupakan bagian dari perencanaan dan penganggaran terkait BMN yang akan menjadi
dasar penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L).

RKBMN telah dilakukan sesuai dengan melakukan koordinasi perencanaan BMN,
akan tetapi dalam hasil wawancara terdapat permasalahan ketidaksesuaian di Kementerian
Agama Kabupaten Banyuwangi. Proses ini penting dilakukan karena mengingat
keterbatasan anggaran yang diberikan dari pusat ke Kementerian Agama Kabupaten
Banyuwangi. Jika tidak dilakukan dengan baik, maka dapat terjadi kemubadziran. Sehingga
kedepannya RKBMN harus dirancang dengan matang dan terarah sesuai dengan
kebutuhan yang diajukan.

Setelah RKBMN disusun dan diajukan sesuai prosedur yang berlaku, langkah
berikutnya adalah melakukan inventarisasi Barang Milik Negara (BMN). Inventarisasi ini
bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh BMN yang telah diterima sesuai dengan
kebutuhan yang diajukan dalam RKBMN.
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Proses inventarisasi BMN melibatkan pencatatan secara detail terkait kondisi fisik,
jumlah, dan lokasi BMN. Data yang diperoleh dari hasil inventarisasi ini dimasukkan ke
dalam sistem informasi manajemen aset, seperti SIMAN, agar dapat dipantau dan dikelola
secara akurat. Inventarisasi juga menjadi dasar dalam pengelolaan dan pelaporan BMN,
sehingga mendukung efisiensi dan transparansi dalam administrasi aset negara.

Seluruh hasil inventarisasi wajib didokumentasikan, baik dalam bentuk digital
melalui aplikasi maupun dokumen hardcopy sebagai arsip resmi. Hal ini penting untuk
menghindari potensi masalah, seperti aset yang tidak terdaftar atau penggunaannya yang
tidak sesuai dengan tujuan awal pengajuan.

Selang dipakainya BMN, terjadi penyusutan nilai ekonomi dari aset tersebut, bahkan
ada yang mengalami kerusakan sehingga tidak dapat digunakan untuk pengoperasionalan.
Hal ini menjadi salah satu tantangan dalam pengelolaan Barang Milik Negara di
Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi. Aset yang sudah tidak lagi memenuhi fungsi
operasionalnya perlu segera diidentifikasi dan dilakukan tindak lanjut, seperti
pemindahtanganan atau penghapusan, agar tidak membebani pengelolaan dan administrasi
BMN.

Kegiatan pemindahtanganan dan penghapusan aset tetap yang tidak dapat
dipergunakan dalam operasionalannya, seperti yang dilakukan pada Satker Sekretariat
Jenderal pada tahun 2019 dan Satker Pendidikan Islam pada tahun 2021, merupakan
langkah penting untuk memastikan bahwa aset yang rusak atau tidak produktif tidak lagi
mengganggu kelancaran operasional serta penggunaan anggaran di Kementerian Agama
Kabupaten Banyuwangi.

Kegiatan pemindahtanganan dan penghapusan aset tetap yang tidak dapat
dipergunakan dalam operasionalannya dapat diawali dari laporan pengguna BMN atau
dari hasil audit internal hingga kegiatan perubahan kondisi barang dan penghentian pada
masing-masing satuan kerja Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi. Kegiatan
Perubahan Kondisi barang dan penghentian penggunaan dilakukan dengan cara di hapus
melalui prosedural yang telah ditetapkan regulasi dalam pengelolaan aset. Perubahan
kondisi dapat terjadi pada barang BMN apabila telah susut nilainya dan atau barang
tersebut sudah tidak dapat lagi beroperasi penggunaan dalam satuan organisasinya. Pada
proses ini ditemukan temuan terkait perbedaan pemindahtanganan tahun 2019 dengan
tahun 2021.

Jika aset yang akan dihapus masih memiliki nilai ekonomi, proses lelang dapat
dilakukan. Usulan lelang dikirimkan ke Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang
(KPKNL) Jember, dan setelah lelang dilaksanakan, hasilnya akan diproses untuk penerbitan
SK penghapusan dari Kantor Wilayah (Kanwil) Sidoarjo. Setelah SK diterbitkan, informasi
tentang penghapusan tersebut akan dimasukkan ke dalam aplikasi SIMAK BMN untuk
pembaruan status aset secara resmi. Proses ini ditutup dengan laporan tindak lanjut yang
disampaikan ke Kanwil Sidoarjo dan Kementerian Agama, untuk memastikan seluruh
prosedur berjalan sesuai ketentuan dan BMN yang tidak terpakai dikelola dengan baik.

Kesesuaian Tindak Lanjut dengan Peraturan yang Berlaku dan Realisasi Tindak Lanjut
Atas Aset Tetap Hingga Tidak Dipergunakan dalam Operasionalnya pada Kementerian
Agama Kabupaten Banyuwangi

PMK nomor 153 Tahun 2021 menyebutkan dalam Pasal 9 bahwa Kuasa Pengguna
Barang bertugas menyusun usulan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara
(RKBMN), Pasal 10 menyebutkan objek perencanaan kebutuhan BMN yaitu tanah dan/atau
bangunan dan selain tanah dan/atau bangunan. Kementerian Agama Kabupaten
Banyuwangi menyusun RKBMN setiap tahunnya dengan berpedoman pada PMK nomor
153 tahun 2021 tentang Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara dan sebelum tahun
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2021 berpedoman pada PMK nomor 150 tahun 2014 tentang Perencanaan Kebutuhan Barang
Milik Negara.

Pelaksanaan tindak lanjut terhadap aset tetap juga mengikuti ketentuan dalam PMK
Nomor 181 Tahun 2016 yang mengatur perubahan kondisi barang. Pada halaman 66 PMK
tersebut dijelaskan bahwa perubahan kondisi barang dapat dilakukan jika terdapat
perubahan keadaan/kondisi barang. Proses ini tidak mengubah nilai maupun kuantitas
barang, namun hanya membukukan transaksi perubahan kondisi untuk mencerminkan
keadaan yang sebenarnya.

Analisis Tindak Lanjut dari perbedaan antara pelaksanaan tindak lanjut tahun 2019
dan 2021 menunjukkan adanya perbaikan dan penyederhanaan birokrasi dalam
pengelolaan BMN. Tahun 2019, Surat Keputusan (SK) penghapusan diterbitkan oleh
pemerintah pusat, yang memerlukan waktu lebih lama karena prosesnya melibatkan
berbagai tingkatan administratif. Sebaliknya, pada tahun 2021, kewenangan penerbitan SK
telah didelegasikan kepada Kanwil Sidoarjo, sehingga prosesnya menjadi lebih cepat dan
efisien.

Langkah-langkah tindak lanjut terhadap aset tetap yang tidak digunakan pada
Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi telah sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Pemanfaatan sistem informasi seperti SIMAN dalam inventarisasi dan pengelolaan BMN
turut mendukung transparansi dan akurasi dalam pengambilan keputusan. Selain itu,
penerapan prinsip efisiensi dalam pelaksanaan penghapusan aset juga membantu
mengurangi potensi kerugian negara akibat aset yang tidak produktif.

4. KESIMPULAN

Hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan menunjukkan bahwa terdapat
beberapa faktor yang menyebabkan adanya aset tetap yang tidak dipergunakan dalam
pemerintahan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi. Faktor-faktor tersebut
meliputi: keterbatasan anggaran untuk pemeliharaan dan optimalisasi aset, perencanaan
pengadaan yang kurang efektif, kurangnya pengetahuan dan kompetensi dalam
pengelolaan aset, ketidaksesuaian regulasi atau prosedur penghapusan aset, perubahan
kebutuhan operasional, kurangnya pengawasan dan evaluasi terhadap pemanfaatan aset,
serta minimnya sosialisasi dan pelatihan pengelolaan aset. Faktor-faktor ini menjadi
perhatian dalam pengelolaan aset yang lebih baik ke depannya.

Tindak lanjut terhadap aset tetap yang tidak dipergunakan dilakukan dengan
mengubah kondisi barang dan pemberhentian operasional pada BMN yang dirincikan
operator dan disahkan oleh pimpinan, dilanjutkan dengan usulan penghapusan ke pusat
pada tahun 2019 atau ke Kanwil pada tahun 2021. Setelah persetujuan SK penghapusan
diperoleh, dilakukan proses pelelangan melalui pengajuan usulan lelang di KPKNL dengan
melaporkan tindak lanjutnya kepada Kanwil dan KPKNL. Secara keseluruhan, aturan yang
menjadi landasan hukum serta implementasinya dalam prosedur penghapusan aset tetap
telah dilaksanakan dengan baik oleh Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi, sesuai
regulasi yang berlaku dengan peningkatan efisiensi setelah adanya pendelegasian
kewenangan ke Kanwil pada tahun 2021..
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